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RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 
 
2024 

ABSTRAK : bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Cirebon Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 
yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan 
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya 
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 
maka seluruh Perangkat Daerah di Kota Cirebon wajib 
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk 
diverifikasi dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Wali 
Kota Cirebon; 
 
- Dasar Hukum :  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003          
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 



Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023         
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019         
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 139); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70      
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat          
Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 64); Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017      
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon    
Nomor 80); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5        



Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah      
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon         
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 109); Peraturan Daerah Kota Cirebon      
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2021 Nomor 5); Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022      
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon       
Nomor 117); Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18         
Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2016 Nomor 33); Peraturan Wali Kota Cirebon 
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah 
Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2016 Nomor 33); Peraturan Wali Kota Cirebon 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon    
Tahun 2016 Nomor 15); Peraturan Wali Kota Cirebon      
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon    
Tahun 2016 Nomor 15); Peraturan Wali Kota Cirebon    
Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Cirebon (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 37); Peraturan Wali 
Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Perencanaan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Wali Kota Cirebon 
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 (Berita Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2024 Nomor 14); 
 
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, 

yaitu: 

BAB I KETENTUAN UMUM 



BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT 
DAERAH TAHUN 2024 

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH TAHUN 2025 

BAB V KETENTUAN PENUTUP  

 

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 
September tahun 2024. 

- Lampiran : - 
   

 


